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ADBSTRAK

Dalam hal pemeriksaan perkara pidana olsh penvidik, dimaksudkan untuk
membuat terang suatu tindak pidana. Proses ini berawal dari adanya penvelidikan
oleh penyidik vang dilanjutkan dengan penyidikan. Setelah perkara tesebut selesai
diproses maka penyidik melimpahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut
umum. Berkaitan dengan proses pelaksanaan  baik  penvelidikan Taupun
penyidikan schagaimana dimeksud, penyidik Poltabes Padang telah melaksanakan
proses penyelidikan sampai penyidikan sesvai dengen peraturan perundan -
undangan yang berlaku yaitu Undang-undang No. & Tahun 1983 tentang KUHAP.
Dimana  dalam KUHAP telah dirumuskan apa yang menjadi tupas dan
wewenangduri penvelidik dan penyidik vang dilakukan oleh penvidik Polri dan
Pejabat Pegawai Meperi Sipil tertentu. Perumusan masalsh dalam skoipsi ini
adalab 1) bapmimanakah prosedur pelaksanaan penghentian penvidikan oleh
penyidik Poltabes Padang, 2) apa alasan realistis penyidik Poltabes Padang
menghentikan  penyidikan, 3) apa  kendala-kendala vang dihadapi  dalam
pelaksanaan penghentian penyidikan, Jenis penelitian vang digunakan adalah
pendekatan yuridis  sosiologis, dimane pembahasan  dititikberatkan  kepada
pelaksanaan  penghentian penyidikan oleh penyvidik  Plotabes Padang wvang
dilakukan di lapangan. Bahan atau materi didspat dari a) penelitian kepustakaan
vaitu bahan hukum primer, baban hukum sckunder, bahan hukum terdier, b
penelitian lapangan : data primer dan data sekunder, ) alat penpumpulan data -
wancara dan studi dokomen. d) analisa data adzlah analisa kualitatit vaitu melihat
pejala-gejala sosial yang ada dalam masyarakat dan dihubungkan dengan fakta-
fakta hukum yang digambarkan secara deskriptif. Dari hasil penclitian dapat
ditarik kesimpulan bahwa : 1) pelaksanaan penghentian penyidikan tindak pidana
vang dilakukan oleh penyidik Poltabes Padang di lapangan telah berpedoman
pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu KUHAP, 2) alasan-alasan
realstis dihemtikannya penyidikan berpedoman pada pasal 109 ayat (2) KUHAP,
3) kendala-kendala vang ditemui dalam pelaksansanya bersumber dari penyidik
ity sendiri dan faktor pendukung lainnya di luar diri penvidik.



BARB I

PENDAHULUAN

A, Latar Belakang Masalah

Dralam pergaelan hidup sehari-hari, kits tidak dapat lepas dari ikatan
hukum, Hubungan hukum selaly kit temui apabila kita berhubungan dengan
pihak lain. Kita dapat mengambil suatu contak yang mudah, misalnya mengemudi
kendarzan harus berada di sshelah kin jalan, membeli rokok wajib membayar
dengan wang, membust KTP harus mengisi formulic lebih dahulu di kelurahan,
masuk keja di kantor harus jon 08,00, dan sehagainya. lu semua menipakan
proses yang harus dipatuhi kita semua sebagai warga ncgara. Peraturan-peraturan
dimaksud lazimnva disebut hukpm.

Adapun kebijakan hukuym di temgah-lengah masyarakat datangnya susah
ditebak.  yaitn dari masvarakat e sendic Masvarakat sengajs membuat
hukumnuniuk sepala kepentingannya. Tujuannya tidak lain wntuk menphindari
terjadinya perselisiban atau bentrokan kepentingan antar wiargis masyarakar, Oleh
karena ity hukem dimaksodkan untuk mengutur tngkah lake hidup masvarakae
agar dapat dicapai kehidupan vane aman.tentram darmnai, terth dan teratur,

Kalau masvarakat belum mengerti apa ftu hukum, memang bisy kita akuj
sampai sekprang banyak warga mosyarakat yang masii awam hukum, sehingpa
perly penyuluban hukum bagi mercka agar kesadaran hukuminya meeningkat.

[radam melihar hambatan hukum Lila tidak boleh melihat kelemahan nrasvarakat



[

saf, aksn o tetapl harus pula melihat bagaimana hukumava dan penegak
hukumnya,

Dalam  menghadapi  wegasnya, penczak  hukum dibarapkan mampu
melaksanakan tugas sebaik-haiknyva. Tingkah laka penepak hubom dizngpap
renjadi panutan masvarakal. Oleh karena itu apabila penegak hukumberbuat
kesalahan dalam menjalankan twgasnya vang mengakibatkan kerugian warg
masyarakat, akan menurunkan citra dan wibaws penegak hukum.'

Perbuwaton yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbustan
vang dilarang dinamakan perbustan pidana Juga dischut orang dengan delik,
Menurut ujednys atau sifamya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-
perbuatan yang melawan hukum, Perbuatan —perbuatan ini juga merugikan
masyarakal, datam arti bertentangan dengan atw menghambat akan terlaksananya
inta dalam pergaulan masyarakat vang dianggap baik dan adil, Dapat pula
dikatakar, bahwa perbuatan pidasa ini adalah perbuatan yang anti sosial,

Tetapi ridaklah semua perhuatan vang melawan hukum atag vitng hersifat
merugikan masyarakat dupat dizebut dengan perbuatan pidana. Tidaklal semus
perbuatan vang merugikan masyarakat diiberi sanksi pilana, Begilu pula, tdaklah
dapat kita mengatakan bahwa banya perbustan-perbuatan vang menimbulkan
Rerugion yang besar saja vang dijadikan perbuatan pidena. Adalzh kewajiban
Pemerintab untuk denpan  bijaksana menyesuaikon apa-apa vang  ditentukan
schaga perbeatan pidana ite dengan perasaan hukum yang  hidup dalam

masyarakat,

"Gatot Supraniong, Sure Dakwenn dan Peairsar hoklm Yyang batal denn fukum, Diiambanzn,
Jaknria, 1994, him §



Perbuatan melawan hukum yang tidak dilarang dan diancam oleh undana-
undang dengan pidana, tidaklah merupakan perbustan pidana, melainkan hanva
memungkinkan orang [ain yang yang menderita. vang terkena olel: perbuatan i,
uniuk menuntut penggantian kerugian dalam lapangan hukum perdata. Mengenai
peneniuan frerbutan apa yang dipandang sebagai perbuatan pidana, kita menganus
asas bahwa tiap-tiap perbuatan pidana hsrus diteniukan sehapail demikizn oleh
suatu aturan undang-undang. Asss demikianlah vang dischut asas legralitas.

Pengeriian perbuatan pidana tidsklah ditkuti oleb hulkum adat kita,
Menumt sistem hukum adat tidaklah disdakan pemisahan antara pelangearan
hukum  vang memunpkinkan reaksi dalam lapangan hukum  pidana, dan
pelanggaran hukum vang hanya dapat digugat di lapangan hukum perdata.
Apabila terjadi suam pelanggamn hokum, maks petugas hukum  mengambil
tindakan konkrit {inilah reaksi adat) guna membetulkan hukum vang dilanggar,
Berhubung dengan it dalam sistem hukom adat tidak ada perbedaan acara dalam
bl penuntustan secara peedata dan penuntutan secara pidana

Oleh karena  perbuatan prdana ini  schari-har  disebul Juga  dengan
“kejahatansedangkan perbuatan-perbuatan jelek lainnya vang tdak ditentukan
oleh peraturan undang-undang sebuyai perbuatan yang dilarang dan diancam
dengan pidana disebul orang dengan norma.”

Adapun vang menjadi permasalahan yang penulis teliti vaity “hagaimang

pelaksanaan penghention penvidikan o lapangan vang dilakukan aleh penyidik®,

"Ruesian Saleh, Porbratan Fiskana dar Pervanggunglowoahan Pidang D Fenpertian Dasr dolgm
ks Pidana, Aksrs Baru, Jukaria, a3, him B3
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BAB IV

PENUTUP

Fada bab terakbir ini, penulis akan memberikan kesimpulan mengenai

uraian dari bab-bab sebelummnya dun memberikan saran-seren mengenai prosedur

pelzksanaan penghentian penyidikan tindak pidana.

A Kesimpulan

-

ird

Adapun pelaksanaan prosedur penghentian penyvidikan suatu tindak pidana

vang dilakukan olch penyidik Poltabes Padang adalah sebapai berikut ;

4. Laporan wvang diterima penyidik Poltabes Padang langsung diproses
apakah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Sclesai diproses berkas
perkara tersebut dilimpabkan kepada kejaksaan, Dalam hal perkara
ersebut akon dihentikan penyidikannya, maka pihak-pihak yeng
terkait dalam hal ini penvidik, jaksa dan hakim melaksanakan selar
perkara yvang mana hasil dari gelar perkara inilah SP3 (Surat Perinah
Penghentian Penyidikan) keluar dan svah bils ditanda tangani masing-
masing pihak, SP3 terscbut harus dibust dalam bentuk tedubis dan
disampaikian kepada Penuntut Umum, tersangka atav keluarganya.

Alasan-alasan difientikannya penyvidikan sesuai dengan pasal 10% avat (2]

KUHAP vakni tidak diperolehoyva cukup bukti. kasus vang disangkakan

hukan merupakan tindak pidana, tersenghka mengalami gangpoan jiwa.,

kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan prosedur penpghentian

penyidikan adalah kurangnya pemahaman korban apakah laporan yang
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dilaporkannya kepada penvidik merupakan Gndak pidana atau rtidak,

pelapor tidak menperti dengan prosedur hukum yang berlaku, kurangnya

s e ) Pt ] [
pemahaman penyidik dalam melakukan ;:re:agh-::r_ll!uan penyidikan,
J= CTLEAAH

|||' ri fo sk ."_-'

B. Saran-saran
|. Diharapkan kepada aparat penvidik didalam  melaksanakan Proses
penghentian penyidikan suatu tindak pidana harus berpedoman pada
kelentuan peraturan perundang-undanpan vang berlaku dan pemberitalsan
penghentian it harus disampaikan kepada tersangka atau keluarpanva dan
penuntul umum agar tidak. tegadi kesalabpahaman oleh masing-masing

pihak.

-2

idalam  melaksansken penghentian penyidikan suatu tindak pidana,
penyidik harus menyehutkan alasan-alasan yvang jelas dan masuk akal serta
diasar hukum dari alasan- alasan tersebut,

3. Apabila penyidik menerima laporan / pengaduan dari masvarakat tentang
terjadinys svatu tindak pidana, penyidik tidak begity saja menphentikan
proses penyidikan terhadap laporan / pengaduan yang diterimanyva tetapi
penyidik harus memberikan penjelasan yang akurat tentang bagaimana

sebenamya prosedur hukum yang berlaku.
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